


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
OrganisasiKementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama (BeritaNegara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 628);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 629),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor



Menetapkan

PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun
2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan
Bawah Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 474);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhnubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

17. Peraturan Menteri Pernubungan Nomor PM 129 Tahun
2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan
dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA  ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG
SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR.
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penarikan (towing);
d. pengapungan (ref3oating); dan/atau
e. pemotongan, penutuhan (scrapping) atau

penghancuran.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 6

Setiap pelaksanaan Kegiatan Salvage, wajib
memperoleh 1zin Kegiatan Salvage dari Direktur
Jenderal.
Kecelakaan yang mengkibatkan kapal dan/atau
muatannya tenggelam, pelaksanaan  Kegiatan
Salvage dilakukan oleh perusahaan salvage
dan/atau pekerjaan bawah air yang telah memiliki
izin usaha dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal setelah mendapatkan lzin Kegiatan Salvage
dari Direktur Jenderal.
Untuk memperoleh Izin Kegiatan Salvage
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
dengan menggunakan format Contoh 5 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini disertai
dengan persyaratan sebagai berikut:

a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal
pelaksanaan, metode kerja, tenaga Kerja,
peralatan kerja, dan wilayah kegiatan yang
ditandai dengan koordinat geografis;

b. memiliki kontrak kerja dan/atau Letter of latent
(LOI) dari pemberi kerja;

c. foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage

dan/atau Pekerjaan Bawah Air; dan
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4)

Dalam hal kegiatan salvage membutuhkan
kecepatan bertindak yang disebabkan kecelakaan
kapal yang dapat mengganggu keselamatan
pelayaran dan operasional pelabuhan, pemilik kapal
berbendera Indonesia atau Badan Usaha Salvage
dan/atau Pekerjaan Bawah Air dapat segera
melakukan Kegiatan Salvage dan wajib melaporkan
tindakan yang telah dilakukan kepada Direktur
Jenderal dengan menggunakan format Contoh 7
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
sejak dilakukan Kegiatan Salvage, pemilik kapal
berbendera Indonesia atau Badan Usaha Salvage
dan/atau Pekerjaan Bawah Air mengajukan
permohonan lzin Kegiatan Salvage.

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 14A sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14A

Pemilik kapal wajib berkoordinasi dengan UPT
terdekat untuk melakukan pengawasan terhadap
kerangka kapal dan/atau muatan yang belum
diangkat.

Terhadap segala bentuk kerusakan atau kehilangan
pada kerangka kapal dan/atau muatannya
merupakan tanggung jawab pemilik kerangka kapal
dan/atau muatannya.

Segala biaya yang timbul dari kegiatan pengawasan
terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya
menjadi tanggung jawab pemilik kerangka kapal

dan/atau muatannya.
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Menimbang

Mengingat

NOMOR:
TENTANG

PELIMPAHAN PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL ...

DI PERAIRAN ... KEPADA PT. ...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

bahwa ...
bahwa ...;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelimpahan
Penyingkiran Kerangka Kapal ... di Perairan ... kepada PT.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang
Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di
Laut;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013
tentang Saluage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1090)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun
2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 474);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1891);

Memperhatikan : surat permohonan ...;

Menetapkan

PERTAMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG PELIMPAHAN PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL ...

DI PERAIRAN ... KEPADA PT......
Memberikan pelimpahan kepada:

Nama Perusahaan
Alamat Kantor Perusahaan
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BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN PENYELESAIAN
PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL ... DAN PENGANGKATAN
SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilakukan peninjauan
lapangan terhadap lokasi bekas penyingkiran kerangka kapal ... dan pengangkatan
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... tentang Pelimpahan Penyingkiran
Kerangka Kapal .... di Perairan ... Kepada PT......

Untuk melaksanakan kegiatan penyingkiran kerangka kapal ... yang dilakukan
oleh:

Nama Perusanaan @ ..o
Alamat e
Izin Usaha e

Dari hasil peninjauan lapangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1 lokasi bekas keberadaan kerangka kapal ... telah bersih/masih tersisa *) dari
kerangka kapal tersebut dan tidak terjadi pencemaran laut;

2. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) telah diangkat: dari lokasi kerangka
kapal;

3. kondisi teknis lokasi pada saat dilakukan pemeriksaan dengan data sebagai
berikut:
a. kedalaman perairan ..,
b. draft kapal yang dapat dilalui adalah ... meter pada saat surut terendah.

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan terhadap penyingkiran kerangka kapal
dan pengangkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)... ini dibuat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Petugas Kantor UPT terdekat ... Petugas Distrik Navigasi
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Mengetahui,

Kepala Kantor UPT Terdekat ... Kepala Distrik Navigasi
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